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ABSTRACT 

This delegation of authority for medical action from doctors to 

nurses is prioritized by looking at the qualification, abilities, competencies 

and experience in the field of health sciences. The description of nurse‟s 

authority in carrying out the duties is mandated in law Number 38 0f 2014 

concering nursing. the most common is the difference is meaning between 

medical ethics and nursing ethics. Both terms are based on two English verbs 

“to cure” and “to care”. The main task of the doctor is to cure, which includes 

the diagnosis of disease. While the nurses completes the activities of doctors 

by treating according to his scientific discipline. This paper aims to find out 

and understand the importance of delegating the authority of medical action 

from doctors to nurses in health care. 
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KATA KUNCI: Pelimpahan wewenang, tindakan medis, dokter kepada perawat, 

pelayanan kesehatan  

ABSTRAK 

Pelimpahan wewenang tindakan medik dari dokter kepada perawat lebih diutamakan dengan melihat 

kualifikasi kemampuan kompetensi serta pengalaman dalam bidang ilmu kesehatan. Wewenang perawat dalam 

melaksanakan tugas diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Hal paling 

umum adalah perbedaan makna antara etika medis dan etika keperawatan. Kedua istilah tersebut didasarkan pada dua 

kata kerja dalam bahasa Inggris “to cure” dan “to care”. Tugas utama dokter adalah untuk menyembuhkan, yang 

meliputi diagnosis penyakit, sedangkan perawat melengkapi kegiatan dokter dengan merawat sesuai dengan disiplin 

keilmuannya. Tulisan ini dibuat bertujuan untuk mengetahui dan memahami arti pentingnya pelimpahan wewenang 

tindakan medis dari dokter kepada perawat dalam upaya pelayanan kesehatan. 
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PELIMPAHAN WEWENANG TINDAKAN MEDIS DARI 
DOKTER KEPADA PERAWAT DI FASILITAS PELAYANAN 

KESEHATAN 

 

LATAR BELAKANG 

ebagaimana disebutkan dalam Sistem 

Kesehatan Nasional bahwa sistem upaya kesehatan 

terdiri dari dua unsur utama yaitu Upaya Kesehatan 

Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Upaya 

Kesehatan Masyarakat terutama diselenggarakan oleh 

pemerintah dengan peran aktif masyarakat dan swasta, 

sedangkan Upaya Kesehatan Perorangan dapat 

diselenggarakan oleh masyarakat, swasta dan 

pemerintah. Hal ini diakibatkan karena terbatasnya 

jumlah sumber daya manusia baik dari aspek kuantitas 

maupun kualitas1. 

Di samping Puskesmas, yang merupakan unit 

penting dalam upaya pelayanan kesehatan adalah 

Rumah Sakit, baik swasta maupun pemerintah yang 

memberikan pelayanan kesehatan berkualitas sesuai 

standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh 

lapisan masyarakat. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan. Sedangkan Pasal 1 ayat (6) 

menyebutkan bahwa Tenaga Kesehatan adalah setiap 

orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan 

terutama memiliki pengetahuan atau keterampilan 

melalui pendidikan di bidang kesehatan serta mempu-

nyai kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan 

tertentu.2 

Pemerintah mengakui secara faktual bahwa 

rangkaian tindakan kedokteran tidak sepenuhnya dapat 

ditangani oleh dokter, akan tetapi harus melibatkan 

tenaga kesehatan lain yang dalam hal ini tenaga 

perawat. Terkait dengan hal tersebut maka perlu pera-

turan hukum sebagai landasan legalitas dalam 

melakukan tindakan kesehatan. Pembangunan 

kesehatan ditentukan oleh tiga faktor langkah-langkah 

strategi tindakan konkrit oleh pemerintah, pengaturan 

ketetapan hukum dalam sistem perawatan kesehatan, 

kejelasan batasan antara perawatan kesehatan dan 

tindakan medis tertentu.3 

Pada dasarnya keberadaan hukum dalam 

kehidupan bermasyarakat sangat penting dalam 

kehidupan. sehingga dapat dikatakan bahwa hukum 

tidak boleh dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal itu 

disebabkan sejak lahir manusia selalu berinteraksi dan 

bergaul dengan manusia yang lain, sehingga disebut 

masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat hukum 

berguna untuk mengatur kehidupan jarak manusia satu 

dan lain, manusia satu dalam manusia yang lainnya, 

manusia yang satu dengan masyarakat lain. Dengan 

demikian hukum itu erat sekali hubungan dengan 

masyarakat. Selain itu hukum juga berguna sebagai 

pengendali bagi setiap pergaulan manusia itu sendiri. 

Oleh karena itu dalam kehidupan letak hukum 

dibangun, harus dijiwai oleh moral konstitusionalisme 

yakni mengamankan kebebasaan serta hak 

S 
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masyarakat.4 

Pelimpahan wewenang medis dibedakan 

menjadi dua, yaitu (1) pelimpahan wewenang secara 

delegatif adalah pelimpahan wewenang untuk 

melakukan sesuatu tindakan medis dari tenaga medis 

kepada perawat dengan disertai pelimpahan tanggung 

jawab, dan (2) pelimpahan wewenang secara mandat 

yakni diberikan oleh tenaga medis kepada perawat 

untuk melakukan suatu tindakan medis di bawah 

pengawasan. Tanggung jawab atas tindakan medis 

pada pelimpahan wewenang mandat sebagai 

dimaksud, berada pada pemberi pelimpahan 

wewenang. Hal ini menjadi dilema etis bagi profesi 

perawat karena pada praktiknya justru memberatkan 

perawat dalam melakukan pelayanan keperawatan, jika 

terjadi tuntutan akibat kelalaian perawat karena 

kesalahan tindakan yang berdampak cidera pasien, 

maka siapa yang akan bertanggung jawab. Perlu pula 

dicermati apakah batasan pelimpahan wewenang 

medis sudah jelas dan sudah sesuaikah dengan 

kompetensi yang menerima wewenang tersebut. Hal-

hal seperti itu belum tergambar jelas dalam undang-

undang keperawatan maupun dalam Permenkes 

Nomor 26 tahun 2019.5, 6 

Hal yang paling umum terlihat perbedaan etika 

medis dan etika keperawatan didasarkan pada 

kesamaan dua kata kerja dalam bahasa Inggris “to 

cure” dan “to care”. Tugas utama dokter adalah untuk 

menyembuhkan, yang meliputi diagnosis penyakit, 

sedangkan perawat melengkapi kegiatan dokter 

dengan merawat. Tidak ada keraguan bahwa dua 

profesi ini saling melengkapi secara signifikan. 

Perawat memiliki kewenangan untuk melakukan 

praktik asuhan keperawatan sesuai dengan standar etik 

dan standar profesi yang berlaku.7, 8 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pelimpahan Wewenang  

Pengertian pendelegasian tugas dan wewenang 

dimulai dari pengertian kata tugas dan wewenang. 

Kata “tugas” memiliki beberapa makna, yakni 

pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang, 

pekerjaan yang dibebankan, dan sesuatu yang wajib 

dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan,   

sedangkan wewenang (authority) adalah alat untuk 

melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk 

atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan 

tertentu. Wewenang dapat diartikan sebagai hak untuk 

memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. 

Beberapa pakar mengemukakan pendapatnya tentang 

pengertian wewenang, wewenang adalah hak formal 

dan legitimasi dari seseorang manajer untuk membuat 

keputusan, mengeluarkan perintah, dan 

mengalokasikan sumber daya untuk mencapai hasil 

yang diinginkan oleh organisasi.7 

Di sisi lain Stoner menjelaskan bahwa 

wewenang adalah kekuasaan untuk mengambil 

keputusan yang membimbing tindakan-tindakan 

individu-individu lainnya. Senada dengan respon di 

atas Hasibuan menguraikan bahwa wewenang adalah 

kekuasaan yang sah dan legal yang dimiliki seseorang 

untuk memerintah orang lain, berbuat atau tidak 

berbuat sesuatu, wewenang merupakan dasar hukum 

yang syah dan legal untuk dapat mengerjakan sesuatu 

pekerjaan.9 

Kewenangan berhubungan dengan kekuasaan, 

tapi dari segi lain ada perbedaan mendasar antara 

keduanya. Salah satunya, kewenangan adalah 

kekuasaan secara formal yang diberikan oleh 

organisasi, sedangkan kekuasaan berada di luar 

formalitas. Kewenangan adalah satu cara bagi 

seseorang untuk memperkuat kekuasaannya. 

Kewenangan adalah kekuasaan, namun kekuasaan 

tidak terlalu berupa kewenangan. Kewenangan 

merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan 

(legitimate power), sedangkan kekuasaan tidak selalu 

memiliki keabsahan.10 

Wewenang Dokter 

Berikut ini kondisi yang mengharuskan seorang 

dokter melakukan pelimpahan wewenang yang bersifat 

delegasi antara lain: a. Penanganan pasien dalam 

jumlah banyak sedangkan jumlah dokter terbatas, b. 

Dokter meninggalkan fasilitas kesehatan untuk jangka 

waktu tertentu. Pendelegasian dalam kondisi tersebut 

harus tertuang dalam standar operasional prosedur 

(SOP) di fasilitas kesehatan. Selanjutnya, harus 

diterbitkan surat pendelegasian yang harus 
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ditandatangani oleh dokter yang mendelegasikan dan 

perawat yang menerima delegasi pada kondisi jumlah 

pasien yang sangat banyak sedangkan jumlah dokter 

terbatas. Kewenangan yang dapat didelegasikan antara 

lain: 1. Pemeriksaan tanda vital, 2. Anamnesis keluhan 

utama, 3. Penegakan diagnosis, Pelaksanaan 

pengobatan serta penatalaksanaan tindakan medis 

sepenuhnya menjadi kewenangan dokter ke perawat 

yang menerima delegasi.11 

Wewenang Perawat  

Dalam pelaksanaan tugas perawat memerlukan 

wewenang agar dapat melaksanakan tugas dengan 

aman dan klien menerima asuhan keperawatan yang 

aman. Wewenang adalah hak untuk melakukan atau 

memerintah kegiatan kepada orang lain, terdapat pada 

pekerjaan dan diperlukan perawat untuk 

melaksanakannya. 

Hak seorang perawat untuk melakukakn 

pekerjaan pelayanan keperawatan. Kewenangan ini 

baru ada ketika perawat yang akan praktik, melakukan 

pendaftaran pada konsil keperawatan, yaitu suatu 

badan yang otonom dan mandiri. Setelah teregistrasi 

pada badan tersebut kemudian badan ini mengeluarkan 

izin praktik kepada perawat yang bersangkutan. 

Setelah dikeluarkannya izin maka seorang perawat 

baru memiliki kewenangan profesinya yaitu pelayanan 

kesehatan atau asuhan keperawatan.12 

Deskripsi wewenang perawat dalam 

melaksanakan tugasnya diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan 

yaitu : a. Wewenang sebagai pemberi asuhan 

keperawatan, b. Wewenang sebagai penyuluh dan 

konselor, c. Wewenang sebagai pengelola pelayanan 

keperawatan, d. Wewenang sebagai peneliti 

keperawatan, e. Wewenang sebagai pelaksana tugas 

berdasarkan pelimpahan wewenang, f. Pelaksana tugas 

dalam keadaan keterbatasan tertentu.12 

Syarat Pelimpahan Wewenang  

Syarat pelimpahan wewenang a. Diagnosis 

medik dan penentuan terapi medik tidak dapat 

dilimpahkan, b. Pelimpahan tindakan medik 

dibolehkan apabila dokter sangat yakin bahwa perawat 

penerima delegasi mampu melakukannya, c. 

Dilakukan secara tertulis, rinci, dengan intruksi yang 

jelas, d. Harus ada monitoring, bimbingan dan 

pengawasan, e. Orang yang didelegasikan itu berhak 

menolak jika merasa tidak mampu melakukan tindakan 

medis tersebut.13 

Hubungan Dokter dengan Perawat  

Hubungan dokter dengan perawat dalam 

pemberian asuhan kesehatan kepada pasien merupakan 

hubungan kemitraan yang lebih mengikat dimana 

tejadi harmonisasi tugas, peran tanggung jawab serta 

terbuka. Paradigma baru dalam pemberian asuhan 

pelayanan kesehatan atau medis menuntut peran 

perawat lebih sejajar dalam bekerjasama dengan 

dokter. Dari analisis hubungan mitra kerja tenaga 

kesehatan dapat dilakukan dengan menjunjung prinsip-

prinsip yang mendukung ketentuan-ketentuan 

komunikasi dalam tim. Hal tersebut untuk menghindari 

pertentangan individu terhadap tim dan menghindari 

perselisihan. Dalam berkomunikasi antar tim kesehatan 

tidak hanya membutuhkan rasa empati dan simpati, 

tetapi juga membutuhkan rasa tanggung jawab 

sepenuhnya pada diri sendiri atau orang lain, serta 

menghargai tenaga kesehatan lainnya. Setiap tenaga 

kesehatan dituntut memiliki kemampuan 

berkomunikasi secara efektif, serta menghargai tenaga 

kesehatan lainnya dengan mengedepankan rasa empati 

dan simpati kepada tenaga kesehatan lain ataupun 

kepada klien saat menjalankan tugas. Dalam berkomu-

nikasi dengan mitra kesehatan tidak sekadar 

dibutuhkan detail, melainkan juga komunikasi segera 

dan akurat agar meminimalisasi peristiwa buruk yang 

kira-kira akan terjadi.14 

 

Pelimpahan Wewenang Dokter kepada Perawat 

Hubungan hukum antara dokter dan perawat 

dapat terjadi karena rujukan/pendelegasian yang 

diberikan oleh dokter kepada perawat. Tenaga 

keperawatan tidak dapat mengambil kebijaksanaan 

sendiri dalam melakukan tindakan medis, tetapi 

melakukan tindakan sesuai dengan delegasi yang 

diberikan oleh dokter. Dalam melakukan pekerjaan di 

rumah sakit dokter membutuhkan tenaga perawat. 

Perawat mempunyai kewajiban utama yaitu melakukan 
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asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi dan 

kewenangan yang melekat dalam dirinya.  Kewajiban 

utama dalam hukum keperawatan dapat ditinjau dari 

berbagai segi bidang hukum itu sendiri. Masalah 

kewenangan yang dimiliki bila ditinjau berdasarkan 

hukum administrasi negara, maka pertanggungjawaban 

hukum itu bersumber pada kewenangan yang ada.15 

Apabila pertanggungjawaban hukum itu 

berlandas hukum perdata, maka komponen yang 

terikat merupakan ada-tidaknya suatu perbuatan 

melawan hukum atau wanprestasi, dan bila berasal 

pada hukum pidana maka unsurnya adalah ada-

tidaknya suatu kekeliruan tentang prilaku yang harus 

ataupun bukan seharusnya dilakukan berasas hukum 

tercatat atau tidak tertulis, memiliki kemampuan yang 

kompeten dalam profesi perawat dan memiliki surat 

tanda registrasi (STR) yang masih berlaku. Diringkas 

Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang 

Keperawatan Pasal 32 ayat (1) dan Permenkes No. 

2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan 

Praktik Kedokteran pada Pasal 23 ayat (1), dokter atau 

dokter gigi dapat memberikan pelimpahan suatu 

tindakan kedokteran atau kedokteran gigi kepada 

perawat, bidan atau tenaga kesehatan tertentu secara 

tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran atau 

kedokteran gigi. Pelimpahan wewenang medis kepada 

perawat harus tertulis dan termaktub dalam Nursing 

Staff By Laws (NSBL). Jika tidak ada NSBL, maka 

dalam bentuk  surat keputusan (SK) kepala Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan (Fasyankes).16,17 

 

Pelayanan Kesehatan  

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang 

diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama 

dalam suatu organisasi untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan, mencegah dan 

menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan, 

baik perorangan, keluarga dan kelompok ataupun 

masyarakat.  

Kesehatan merupakan hal yang paling penting 

bagi manusia. Dengan adanya kesehatan, manusia 

dapat menjalankan segala aktivitasnya. Menjaga 

kesehatan diri dapat dilakukan dengan tetap menjaga 

kebersihan lingkungan agar tidak timbul penyakit. 

Selain itu, pemerintah telah memberikan pelayanan 

kesehatan. Pelayanan kesehatan ini sangat dibutuhkan 

oleh masyarakat yang terserang penyakit. Di dalam 

Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang 

Kesehatan, kesehatan diartikan sebagai keadaan 

sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara 

sosial dan ekonomis. Menurut Levey Loomba, 

pelayanan kesehatan adalah upaya yang dilakukan oleh 

suatu organisasi baik secara sendiri atau bersama-sama 

untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, 

mencegah dan menyembuhkan penyakit serta 

memulihkan kesehatan perseorangan, kelompok dan 

ataupun masyarakat.18 

Kesehatan adalah sebuah sumber daya yang 

dimiliki semua manusia dan bukan merupakan suatu 

tujuan hidup yang perlu dicapai. Kesehatan tidak han-

ya terfokus kepada fisik yang bugar tetapi meliputi 

jiwa yang sehat di mana individu dapat bersikap 

toleran dan dapat menerima perbedaan.19 

Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka 

rumah sakit berkembang menjadi organisasi yang 

komplek, dalam pengertian bahwa rumah sakit 

merupakan organisasi yang padat modal, padat 

teknologi, padat karya, dan padat permasalahan. Untuk 

mengorganisir hal tersebut diperlukan pemimpin 

handal yang mampu menciptakan lingkungan yang 

kondusif dimana di dalamnya orang-orang merasa 

bertambah kuat, dengan memperlakukan mereka 

dengan tingkat harga diri yang tinggi.20 

SIMPULAN 

Pelimpahan wewenang tindakan medis ada dua 

yaitu secara mandat dan delegatif. Mandat adalah 

pelimpahan wewenang yang diberikan oleh tenaga 

medis kepada perawat untuk melakukan suatu tindakan 

medis di bawah pengawasan, sedangkan delegatif ada-

lah pelimpahan wewenang secara delegatif untuk 

melakukan sesuatu tindakan medis yang diberikan oleh 

tenaga medis kepada perawat dengan disertai 

pelimpahan tanggung jawab.  

Secara rinci dalam pelimpahan wewenang 

tindakan medik dari dokter kepada perawat hanya 

dapat dilakukan secara tertulis sesuai Pasal 32 Pasal 1 
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Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang 

Keperawatan. Di samping itu jenis tindakan yang 

dilimpahkan harus jelas, sehingga yang dilimpahkan 

bersifat per kasus tidak bersifat general. Di sisi lain, 

dokter dalam melimpahkan wewenang tindakan medik 

harus disesuaikan dengan kondisi perawat tersebut 

dengan mempertimbangkan kualifikasi yang dimiliki, 

yaitu kemampuan yang kompeten dan sudah banyak 

memiliki pengalaman. Hal tersebut bertujuan ketika 

terjadi pelimpahan wewenang tindakan medik dari 

dokter kepada perawat dapat berjalan dengan baik dan 

dapat diminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. 

Dalam bekerja dokter di rumah sakit 

membutuhkan tenaga perawat. Perawat mempunyai 

kewajiban utama yaitu melakukan asuhan keperawatan 

sesuai dengan standar profesi dan kewenangan yang 

melekat dalam dirinya. Pelimpahan wewenang medis 

kepada perawat harus tertulis dan termaktub dalam 

Nursing Staff By Laws (NSBL). Jika tidak ada NSBL, 

maka dalam bentuk  surat keputusan (SK) kepada 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes). 
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